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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien sebesar -0,049 

menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif terhadap Alokasi 

Belanja Modal. Nilai signifikansi sebesar 0,680 > 0,10 menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel PAD dan Alokasi Belanja 

Modal. 

2. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien sebesar -0,464 

menyatakan bahwa variabel DAU berpengaruh negatif terhadap Alokasi 

Belanja Modal. Nilai signifikansi sebesar 0,068 > 0,10 menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAU dan Alokasi Belanja 

Modal. 

3. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai koefisien sebesar 0,355 

menyatakan bahwa variabel DAK berpengaruh positif terhadap Alokasi 

Belanja Modal. Nilai signifikansi sebesar 0,044 < 0,10 menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAK dan Alokasi Belanja Modal. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di 

atas, maka peneliti mencobamemberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan restrukturisasi 

sumber daya manusia untuk menekan belanja pegawai dan lebih 

mengutamakan alokasi anggaran ke belanja modal yang akan memberikan 

dampak dalam meningkaatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Diharapkan Pemerintah daerah juga mempu mengelola dan memanfaatkan 

sepenuhnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

khusus dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu pelayanan publik 

serta pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang memadai 

melalui belanja modal karena hal ini akan sangat nampak meningkatkan 

produktivitas masyarakat dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah. 

3. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi dari sektor-

sektor ekonomi daerah untuk menambah penerimaan daerah, sehingga tercipta 

peningkatan kemandirian daerah pada PAD untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran agar tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. 

4. Investor mampu dalam pengambilan suatu keputusan penanaman modal di 

daerah dengan mempertimbangkan yang memiliki potensi yang memadai. 

Berkaitan dengan sumber pendapatan daerah, sehingga bisa di optimalkan 

untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang sumber daya 

alamnya berpotensial dalam suatu daerah. 

5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya 

5.3.1. Keterbatasan Penelitian  

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah populasi penelitian 
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ini hanya difokuskan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah, sehingga hasilnya tidak dapat di generalisasikan secara umum. 

5.3.2. Saran Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran-saran yang dapat penulis 

ajukan dan berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini untuk 

memperbaiki penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Diharapkan peneliti mendatang dapat memperluas atau menambah 

populasi dan sampel penelitian seperti kabupaten/kota se-Jawa ataupun 

se-Indonesia dengan periode pengamatan yang bisa lebih panjang.  

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan 

variabelvariabel penelitian lain yang memiliki kaitannya dengan 

penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih 

kompleks sesuai dengan teori yang mendukungnya. 
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